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SUPATl IX)CPU,
Menimbeng: a . behwa pe ngernbgr~ elat ed pen yediaan ei c tnsnvcn

meccladi tanggungjaweb pemerintah dan Pemennuet Daerah
untuk cnenjacnln halL eetlap otang daiacfk crendapatkan aif
wllnucn hagi kebiltuhan pokok tnclw Inwit eeh4th b4tl guna
faeclenuhi kehidupsn yang eehat, berelh dali Prnduktif
seoul dengan peraturen perundang-undangan;

b. bahwa pengembanganeietem Penyediaan acr
cninurnraertjadttanggungiawobpecnerintah dan

tnerintahDaerahuncukcnenjatninhakeeaaporangdalamcnen
ctepatkan ai r tn i numbagQcebutuhanpokokcntnintaleehari-
harigunamecnenuhikehidupan y a r ~ ee hat, berth, cLan
produktifeeeualdengan pereturenperundeng-undengan;

e. bahwa Peraturan Daerah TLngkat ll Dotnpu Nornor 4 Tahun
'983 ten tang Pendirian Perueahaan Deerah Air Mtnunt
Kabupaten Dati ll Dentpu, eudah tidak ee~ la t p dengan
perkecnbangan dan kentajvan jaman, dan oieh kebab ttu
periu diganti;

d, bable benlaaarkan perticnbangan «ebegacrnana 4>waled
clakttn huruf a,huruf b dan huruf c, per)u menetapkan
Peraturwt Deerab tenulng Perueahaan Deerah Air lAnum;

1, Pesal Ig ayat (8) Uadang"Undeng Daeer Negara Repubhk
Lndoneeia Tahun 1945;

2. Undeng-vnc}ang Ho mer Sc i Tahu n 195t t tent tM tg
Pecnbentuken Daerah-daerah Tlngkat ll d a lem %'ilay ah
Deccah-dacreh Tingent1 SILll, Nuea +engglwa Sawt c a n

en{page,l



Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 19$8 Nomor 122, Tsmbahan Lembsran Negara
Rc~ublik indonesia Nomor 1655);

3. Vndang-Vndang No mor 12 Tahu n 201 I tentang
Pembentvltan Peraturan Penwdang-undangan (Lembn au
Negara I&publik I ndonesia Tahun 2 0 11 Nomor 82 ,
Tambahaj~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5234);

4. Vndang-Vndang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten t ang
Pemerintshan Daerah (Lembarsn Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tcmbahan Lembarsn Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagalmana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengtoi Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembanus Negeua Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5679);

5. Peratursn Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengem&mgan Sistern Penyediaan Air Minum (Lembanm
Nr~a R e publik I ndonesia Tahun 2 005 Nomor 33,
Tcunbahaw Lembsran Negara Republik indonesia Nomor
4490) '

6. P~eeturin Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentsng
Pembagian Vrusan Pemerintahan sntara Pemcnntah,
Pemerinttdum Dace@ Ptovinsl, dan Pemerintahsn Daerah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik I ndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tembahan Lembaran @cger~
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repvblik indonesia Nc.~c r
1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Ht kurt Us'.r th
(Pertta Negate Republik indonesia Tahun 201> N~sw r 32),

Dengsn Persetqjuan Ber!+ma
DEWAN PER%AKILAN RAKYAT DAEWW KABVPATENDOM FV

dan
BVFATI DOMPV

PEIMTURAN DAERAH TENTANO PERVSAHAANDAERAH AIR
MINUM KABUPATEN DQMPU.

Me nets pktm



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Deism Peratunan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adslah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daersh adalah Bupati beserta perangkat Daersh

scbagai unsur penyclenggsra Pemerintsh Daerah.
3, Pemetintahsn Dsersh adslah unsur penelenggaraan urusan

pcmerintah oleh Pemerintsh Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daers menrut asss otonomi dan tugas pembantusn
dengan prinsip otonomi seluas-lussnya deism sistern dan
prinsip Ncgsra kesatuan Repubhk indonesia sebagaimana
dimaksud dalsm Undang-Undang Negate Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang eelanjutnya disebut
DPRD ada)ah Dewan Pe+saki(en Rakyat Dserah Kabupaten
Dompu sebagai unsur penyelenggara pemerintshan Dacrah.

5. Bupati sdalah Bupati Dompu.
6. Perusahsan Daerah Air Minum, sclaqjutnya disingkst PDAM

sdslah Badan Usaha MiTik daerah yang bergerak dibidang
pelayanan air minum.

?. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupsten
Dompu.

8. Direktur adslah Direktur PDAM Kabupaten Dompu.
9. Sistern Pegelo)ssn Air Minum Ibukota Kecamatsn yang

selanjutnya disingkat SPAM IKK sdalah sistern pengelolsan
air minum yang berbeda di masing-masing Kccamatan di
Ksbupaten Dompu.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDVDVKAN HVKUM, TVJVAN DAN

LA,PANOAN VSAHA

Pssal 2
(1) PDAM didirikan bcrdasarkan Peraturan Daerah Ksbupaten

Daersh Tingkat II Dompu pads tsnggal 8 Mei 1984.
(2) PDAMKabupaten Dompu bcrnama PDAM Tirta Rora.
(3} PDAM T(rte Rora scbagaimana dimsksud peda ayst (1)

merupakan perubahan narna dari Pcrusahasn Daersh Air
Minum Ksbu paten Dscrsh Tingkat II Dompu.
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(3) Modal dssar sebegaimana dimiaksud pads ayat (1), dapat
ditambshhtn dari basil pemisahan aset PDAM Tirta Rora
yang ada di Wllayah Kabupaten, APBD Kabupaten, APBD
Pnivinsi NTB, APBN dan/atau s umber dana lain yang sah.

(4) Modal dasar yang bersumber dari APBD Kabupaten
ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
ORGAÃ PDAM DAN KEPEOAWAIAN

Bagian Kesatv,
Umucn

Pasal 7
(1) PDAM yang dibentuk didukung dengsn organ dan

kepegawaian.
(2) Organ PDAM sebsgaimana dinmksud pads ayat (1), terdiri

a. Bupati selaku pemilik modal;
b. Dewar,; pengawas; dan
c. Direktur.

dari:

Bag(an Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 8
(1) Dewan pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten,

Profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat
oleh Bups.ti.

(2) Te.ta cars pengangkatan dewan pengawae sebagaimana
dLmaksud pads ayat (1), d iatur lebih lsnjut dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 9
Calon dewan pengawas harus memenuhi persyarstan sebagai

a. batas usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
berikut:
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b. menguassi mansjamen PDAM;
c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya; dan
d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/saki)

Bupati atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik
menurut garis iurus maupun kesamping termasuk menantu
dan ipar,

Pssal 10
(1) Jumlah Anggots Dewan Pengswas ditetapkan berdasarkan

jumlab pelanggan dengan ketentuan:
a. pshng banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan

sampai dengsn 30.000 (tiga puluh ribu); dan
b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelsnggan di

atas 30.000 (tiga puluh ribu).

pads ayat (1), dila)~ berdasar ken asas efisiensi
pengewasan dsn efektifitas pengsmbilan keputusan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pads ayat
(1), diangkat seorang sebagai ketua meranglmp anggota dan
seorsng sebagai sekretaris merangkap anggota dengan
keputusan Hupati,

(2} Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

Pasal 11
(l) Mass jabatan anggota Dewan pengawas paling lama 3 (tiga)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) ka)1 mass
jabatan.

(2) Pengangkatan k ern bah an ggota De w an Pengawas
sebagainmna dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan
kine rja d a ls m mel a kukan pen gawasan te r hadap
pelaksan san kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM
dalam meningkatan kinerja pelayanan air minum kepada
masyarakat.

Pasal 12
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
a, melaksanakan pengawasan„pengandilian dan pembinaan

terhadap pengurusan dsn pengelolaan PDAM;
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b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupatl
d imlnta a tau ti dak d i minta, g uns p e rbaikan d a n
pengembangan PDP M; dan

c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategic bisnis
{bmus plan /oo>poreteplanl, dan r cncana bisnis dan
an@yuan ~un'.. PDAM yang dibuat Direktur kepada
Bupati untuk mend apatkan pengesahan.

Pasal 13
Dewan pengawas dalam melakstmakan tugas sebaoainuma
dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:
e. mer,;ilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
b. menilai laporan tr iwulan dan l aporan tahunan yang

dissmpaiksn Direktur untuk mends patkan pengesahan
Bup4Ltl;

c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan
pe@gtmbangan PDAM dan

d. merLgusuliom pen gangkatan, pemberhentian sementara.
rehabQitasi dan pcmberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 14
{1) Untuk msmbantu kelancaran n~s Dewan Pengawas dapat

dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Kcputusan
Kenm Dewwm Pengewas.

{2) Scknetarlat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pads
ayat (1), bmanggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan
dibcbardaui pada anggaran PDAM.

(3) Pembentukan sekrtetariat Devnan Pengawas sebagaimana
dimaksud peda ayat (1) dan ayat {2), memperhatikan
efisiensi pembiayaan PDAM,

Bagbm Ketiga
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 15
{1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang

jasa pahng banyak 45 % (empat puluh lhna perseratus) dari
gaji Direkttu.

(2) Sekretaris dewan pengawas merangkap anggots menerima
uang jasa paling banyak 40o%%d (cmpat puluh perseratus) dari
gaji Dirckuu.

(3) Setiap Anggota Dewan Fengawas menerima uang jasa paling
banyak 35;~o (tiga puluh lima pemeratus) dari geji Direktur.
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{4) Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pads ayat (1), ayat (2)
dan syat {3) adalah get)i Direktur yang bukan berassl dari
pNs.

Pasal 16
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas
memperoleh bagisn dari jasa prod uksi seeara proposional
dengan berpedoman pads ketentuan Pasal 15.

Pasal 17
Besarnya uang jasa dan bagian dari jssa produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 10, ditetapksn oleh Bupati
dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 18
(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang

besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan
kemampuan PDAM.

{2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat
sebelum mass jabatannys berakhir, mendapat uang jasa
pengabdian dengan syarat te lah menjslankan tugasnya
paling singkat 1 (satu) tahun.

{3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagainmna dimaksud
pads ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan
lamanys bertugas dibagi mass jabatan dikalikan uang jasa
bulan terakhir,

Bagian Keempat
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 19
{1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:

a. mesa jabatannya berakhir;
b, diberhentikan; dan
c. meninggal dunia,

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
a. permintaan sendiri;
b. reorganisasi;
e. mencapai bates usia 65 (enam puluh lima) tahun;
d. tidak dapat melaksanakan tugas;
e. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM; dan
f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan

dengan kepentingan daerah atau negara.
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(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20
(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan

sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan
huruf f, diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian semcnta«a sebagaimana dimaksud pads ayat
(1), ditetapkan dengan Keputuaan Bupati.

Pasal 21
( 1) Pa'mg lsmbat 1 (satu) bulan sejak pcrnberh«ot.'s«.

setnentara, Bupati melaksanal«an rapat yang d ha~ ri olch
Dewan Pengawas untuk menetapkan yang b.rsangkutan
diberhentikan atav direhabilitasi.

{2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum
mclaksanadtan rapat sebagainaana dimaksud pada ayat (1),
pemberhentian sementara menjadi bataL

{3) Apabila dalam rapat sebagsinLana dimaksud pada ayat (1},
anggota Dewan Pengawas tidak hadir tsnpa aiasan yang sah,
y«u~ ber«u«ngkutan di~ mene r ima hasil rapat,.

(4) Apsbila perbuatan yang dilal«ukan oleh Anggota Dewan
PengawsLs merupakan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatsn hukum tetap,
yRllg bers«mgkutan dlberhcntlkln dengsn tldak hofmat.

Bagian Ke lima
Direknu'

Paraipaf 1
Pcngangkatan Direktur

Pasal 22
(1) Dbmktur «liangkat oleh Bupati atas usui Dews» Pr»gr~;~,s

dengan mass jabatan seiama 4 (empat) tahun dar~ des«
diemgkat kembali untuk 1 (satu) kali mass jabatan

(2} Batas usia Direktur yang berasal «Lari luar PDAM pads saat
dismgkat pertama kali berumur paling tinggi SG {lima puluh)

(3) Bates usia Direktur yang berasai dsri PDAM pads seat
dismgkat pertama kali berumur paling tinggi 55{bma puluh
gtna) tahun.

tahun.
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(4) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingsn pribadi secara
langsung atsu t idak )sngsung yang dapat menimbulksn
benton kepentingan pads PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan %'ewenang Direktur

Direktur mempunyai tugss;
a, menyusun perencanasn, melakuksn koordinasi dan

pen(ptwassn seluruh kegiatan operasional PDAM;
b, membina pegawai;
c. rnengurus dsn mengelola kekayaan PDAlVl;
d, menyelengg~ admin i s t rasi umum dsn keusngan;
e. menyusun rencans dan strategi bisnis 5 ( l ima) tshunan

(bisseness plan/corpolote gHan} yang disahksn oleh Bupsti
melalui usul Dewan Pengawas; dan

f. menyusun dan menysmpaikan rencana bisnis dan anggaran
tahunsn PDAM yang merupakan penjabarsn tahunan dari
rencans strategi b isnis (buseness plan/co~ate pktnj
kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 24
(1) Bupati dapat memberi kewenangan dan tanggung jawab

kepads direktur PDAM dalam mengendalikan dan membina
pengelolaan barang.

(2) Biaya pengadaan, pemeliharasn dan penghapusan barang
dibebankan pads anggarsn PDAM.

(3) Tatacsra pengathum, pemeliharaan dan penghapusan diatur
oleh direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cut)

Pasal 25
(1) PenghasGan Direktur tercet dari ga)i dan tunjangan.
(2) Tunjsngsn sebagaimsna d)maksud pads syat (1), terdiri dari;

a. Tunjangsn perawatankesehatsn yang layak termasuk
istri/suam( dsn aosk," dsn

b. Tunjangan lainnya;
(3) Dalam ha l P D A M me mperoleh k euntungan, D i rektur

memperoleh bagian dari jasa Produksi,
(4) Besarnya gsji, turII)angsn, dan bsgian dari jasa produksi

sebagsimana dimaksud pads ayat (1), ayat (2), dan (3),



ditetapkan oleh Bupsti setelah memperhatikan pendaapat
Dewan Pengswasan dan kemampuan PDAM.

(5) Jumh& seluruh b iaya u ntuk p enghasihanDirektur,
penglstsilan Dewan Pengawas, pengahasilan pegawai dan
biaya tenaga kerja lainnya tidak koleh melebihi 40/o (empat
puluh perseratus) dar i t o ta l p e ndapat b edasarkan
reshssslAnggatsn Perusshaan Tahun Allggafan yang lslu.

Pasal 26
(1) Direktur setiap akhi", masa jabatan dapat diberikan uang

jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemarnpuan PDAM.

(2) Direktur diberhentikan dengan hormat sebelum mass
jabatwmnya berakhir dapat diberilren uang jasa pengabdian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah
menjalankan tugasnya paling sedildt 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya using jasa pengabdiarI, sebagaimana dimaksud
pads ayat (1) dan ayat (2), didasarkan etas perhitungan
lamanya bertugas d ibsgi m ass ja batan d i kalQcan
penghasilan bulan terakhir.

Pasal 27
{1) Direktur memperoleh cuti meliputi;

a, cut) tahtman;
b. cuti besar;
c. cuti sakit;
d. cuti karma alass t penting atau cuti untuk menunaikan

ibadah haji;
e. cuti nikah;
f, cutt berssllaln; dan
g. cuti di ltnu tanggungan PDAM.

(2) Direktur menjalankan cuti sebsgaimana dimaksud pads
ayat (1), tetap diberikan penghaailan penuh keeueN cuti di
luar tanggun,yan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur lebih lsnjut dengan Peratunan Bupati.

PIsragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 28
{1) Penghasilan Direktur terdiri dari geji dan tunjangan.
(2) Tunjangan sebagsimana dimaksud pads ayat (1). terdiri dari;



a. tunjsngNm perawatsnkesehatan yang layak termasuk
isuii suanu dan ansk„dan

b. tunjangan lainnya;
(3) Dalam hal P DAM m emperoleh keuntungan„Direktur

memperoleh bagian dari jasa produksi.
(4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jass produksi

sebagsimans dimaksud pads ayat (1), ayat (2), dan (3)„
ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat
Dewan Pengawassn dan kemampuan PDAM.

(S) Jumlah seluruh b iaya u n tuk p e nghasilan Direktur,
penghasihtn Dewan Pengawas, pengahasgan pegawai dan
biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat
puluh per seratus} dari t otal pendapat berdassrkan
realisasiAnggaran Perusaham Tahun Anggaran yang }alu,

Pasal 29
(1) Direktur setiap akhir mass jabatan dapat diberiksn uang

jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM,

(2} Direktur diberhentikan dengan hormat sebelum mass
jabstannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdkLn
sebagaimana dimaksud peda ayst (1}, dengan syarat telah
menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3} Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dima}mud
pads ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan
lamanya be r tugas d i bagi ma sa jab a tan d i k a likan
penghasilan bulan terakhir.

Pasal 30
(1) Direktur memperoleh cuti meliputi:

a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti sakit;
d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan

ibadah hsji;
e. cuti niksh;
f. cuti bersalain; dsn
g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direktur merjalanlran cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di
luar tsnggungan PDAM,

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimsna dimaksud pads syat (1),
diatur lebih }aNI(ut dengan Peraturan Bupati,



Bag}an Keenam
Pegawai

Paragrsf 1
Penymgkatsn

Pasal 31

a. warga niqyara republik indonesia;
b, berkelakuan haik dan belum pernah dihukum;
c. mempunyai pendidiksn, kemckapan dan keahlian yang

diperlukan;
d. chnyatak~ sehat. oleh rumah sakit umum yang

ditunjuhan oleh direktur;
e. usia paling tinggi 35 (tiga puhch lima); dan
f, lulus sejeksi;

(2) Pengangkassn pegawai dBakukan seteiah melaui mass
percobaan paling singkat 3 (tiga} bulan dan paling lama 6
(enam) bulsn dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian
kecja setiap unsur paling sedikit l~ baQ c.

(3) Se)ama mass percobasn sebagaimana dimaksud pads ayat
(2}, diMculacn penijaian meliputi:
a. loyalitas'
b. keeakapan;
c. lcesehatccn;
d. Icerjasasna;
e. }cersjiana;
f. prestasi kecja; dan
g. kejq)uran;

(4) Apa',oils pads akhir mass percobssn calon pegawai tidak
memenuhi persyaratan sebagairnsna dimaksud pads syat
(3), dapst diherhentikan tanya mimdapat uang pessngon.

(1) Pengakatan pegawai PDAM harus memenuhi persysratan:

Pasal 32
(1) Batas usia pensiun pegawai PIC 58 (lima puluh delapsnj

(2) Pegawai yang memasujd mass pensiun depot diberikan
kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari
naeWtnya deny' ketentuan >scjing sedMt telah 2 '(dua)
tahccn dalarn pangkst terakhir.

Pasal 33

tab un.

(1) Direktur dapat menganglmt tense honorer atau tenags

(2) Tenags kontrak sebagsimana djmaksud pada ayat (1)
diberikan honorarium yang bessrnya ditetapkan dengan

kon cloak,



Pasal 41
(1} Pegawai PDAM diberhentikan sementara apaMa d iciuga

telsh melakulcan larangan sebagaimana dimaksud dahun
Pasal 40, dan/atau melakukan tindak pidana.

(2} Pemberhentian sementara sebagaimana dhnaksud pads ayat
(1), paling lama 6(enam) bulan sampa} denNLn adanya
putusan pengadl}an yang berkekuatan hukum tetap atas
dugaan tindak pidana yang dBaku)csn.

Pasal 42
(1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara seba(yaimsna

dimaksud dalam Pasal 41, mulai bulan beclkutnya diberikan
QPk (lima puluh per seratus) darl gaji.

(2} Da}am ha l pe gawai y a n g di b erhentikan s ementara
sebagaimana dimaksud pads ayat ( 1} , t i dak t e rbukti
bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan
kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima
eisa penghasi}an yang be}urn diterima,

(3) Dalam h a l pe gawai y a n g di b erhentikan sementara
sebagainuma dimaksud peda ayat (1), terbukti bersalah,
Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 43
(1} Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c, tidak dapat melaksanakan tugas;
d, tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan

darl dolcter;
e. te}ah mencapai usia pensium; dan/atau
f. reorganisasi.

(2) Pegawai yang d iberhentikan dengan hormat d iberikan
pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan

(3} Pegawai diperhentikan sebagaiman dimaksud pads ayat (1),
huruf b, pelaksaannya berlaku pads akhir bulan berikutnya.

Dire ktur.

Pasal 44
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
a. melanggar sumpsh pegawai dan/atau sumpah jabatan„
b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan;
e. merugikan keusngan PDAM.

Bag(an Ketujuh
Pensiun

Pasal 45
(1} Direktur dan Pegawai PDAM wajib d i ikutsertskan pada

program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun
Pemberi Kerja atau Dana Lembaga Keusngan.

(2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaicnana dimaksud
pads ayat (1}, didasarkan atas pertimbangan optimalisasi
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dan '.Icepasthan manraat bag{ Direktur dsn pegawai PDAM
sestuii dengsm peraturan perundang-undang.

(3) Atas pertimlmngan efektifitas dan efesiensi penyelenggara
program pessiun sebagaimana dimaksud pads ayat {1),
diutamakan d a n a pen siun pe m beri ke r j a yan g
diselenggarakan oleh PDAM.

BAB V
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Tahun Bull's

Pasal 46
Tahun buku perusahaan adalah tshun takwin sebsgai acuan
perencanaan, pelaksanean dan pelaporan.

Bsgian Kedua
Anggaraf I

Pass) 47
(1) Anggaran perusahaan adalah rencana penerirnaan dan

kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.
(2) Rencana ani{garan perusahaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), hams mendapatkan persetqjuan dari Bupati
melaliui Dewan Pengawas.

{3) Rencana anggaran perusahsm sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sehsmbat-lambatnys 3 {tiga) buhn sebelum tahun
buku yang chan berjalan harus dianjurkan oleh Direktor ke
Bupati melalui Dewan Pangs was untuk mendapatkan
peraetuijuan.

(4) Anggsran tambahan atau perubahan an(mparan yang ter)adi
dalats tahttn buku b ersangkatan harus mendapatkan
persetujuan dari Dewan Pengawes.

BagianKetiga
Laporan Keusmgsn

Pam 4e
(1) Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi labs dan

laporan arus kas.
(2) Laporan keuangan secara berlrala dikirim oleh Direktur

kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya deism jangka
waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu
tertcntu.
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{3} Setiap tahunbuku, D irektur wsIjib mengirim laporan
keuangan kepsd Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-
hunbatnya 3 {tiga) bulan setelah tshun buku.

(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana
dimaksud pads ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak
diajukan tertulis, mska )aporan keuangan itu dianggap telsh
disahkan.

Pasal 49
(1) Laporan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 48 ayat (3)

terdiri dart Laporan Triwulan Can Laporan Tahunan.
(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pads syat (1),

terdiri dari laporan / kegiatan operasional dan keuangan
yang disampaikan kepada Dewan pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) •
tenbri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan
yang ditandatangi bersama Direktur dsn Dewan Pengawas
dan disampaiksn kepadad Bupati.

{4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pads syat (3),
dissmpaikan paling lambat 120 ( seratus dua pulul ) hari
setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahlam oleh
Bupati paling lambat deism waktu 30 ( tiga puluh ) hari
setelah diterims.

(5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media
mass paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah disahkan
oleh Bupath

(6) Anggota Direktur atau Dewan pengawasan yang tidak
mendatangani Laporan Tahunan sebsgaimana yang
dimaksud pass ayat (3), harus disebutkan alassnnya secara
tertulis.

BAB Vll
PENETAPAN DAN PENGGUNAN HASlL USAHA

Pasal 50
(1) Penetapan hasil usaha yaitu labs bersih perusahasn yang

dihitung aetelah d ikurangi dengan penyusutan dan
pengurangan lain yang wajar sebagaimans deism Laporan
Rugi Labs yang telah disetqjui.

(2) Tata cars alokasi penggunaan labs bersih sebagaimana
dimaksud pads ayat ( 1) , d iatur lebih lanjut dengan
Pcraturan Bupati.

BAB 1All
KERJASAMA

Pasal 51
(1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga

dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan,
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(:I) Kerjaeuna dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pads
ayat (I), dapat dilakukdm oleh Direktur setelah mendapatkan
persetujuan dari Bu peti melalui Dewan Pengawas.

SAS IX
PENGAWASAN

Pasal 52
(I) Pengswsan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan

pemb:inaan terhadap kinerja perusahaan.
(2) Pengawasan perusahaan dilakukan seeara berkala oleh

Inspeilrtorat Daerah ates perintab Bupati dan melaporkan
hasil lpengawasannya.

BAS X
PEMBVBAibQf

Pasal 53
(I) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan peraturan

(2) Penm jukksn dan t u gas panitia pembubanan/Iikuidasi
ditetspkan oleh Supeti.

(3) Sets' d i adakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan
PDAM menjadi milik pemerintah Daersh.

(4) Deism p emb ubaran/Iikuidasi, p em e rintah Daerah
bertatsg gung jawab atas k e rugian pihak l a in a p abila
kerugian i t u di sc babkan o leh k a rena ner a ca dan
p erhitungan labs ru g i y a n g telah disahkan t idak
mengipunbar ken kondisi yang sebenarnya.

(5) Ketentuan Iebih lanjut mengenai pembubaran/Iikuidasi
diatur Peraturan Bupati,

Daereh.

BAB Xll
PENVTUP

Pasal 54
Pada east Perse~ Da e rah ini mulai berlaku make Peraturan
Daerah Tingkat I l D ompu Nomor 4 T ahun 1983 tentang
Pendirian Perusejhaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II
Dompu,dlcabut dan din3 stakan tidak beriaku,

Pasal 55
Peratursn Daersh ini muiai berlaku pads tanggal diundangkan.
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Agar s e t iap or an g me ngetahuinya, m emerintahitan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
peda tangsal 26- 05 - 201'»

BUPATI DOMPU,

H. BAMEIANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27- 05- 2015

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH $2LBUPATEN DOMPU TAHUN 2015 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPV PROVINSI N USA

TENGGARA BARAT NOMOR 27 TAHUN '2015


